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Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan
Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia

Risa Rikafitri, Lindrianasari, Agrianti Komalasari

Universitas Lampung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pada 
website pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio pendapatan asli 
daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah. Pengumpulan data menggunakan 
metode purposive sampling pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015. 
Sebanyak 226 pemerintah daerah digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia adalah rasio pendapatan asli 
daerah, tipe, dan umur administratif pemerintah daerah. Ukuran dan tingkat pembiayaan utang pemerintah daerah 
tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Website, rasio pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, umur 
administratif pemerintah daerah, dan pembiayaan utang pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia beralih 
ke sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 
Penyerahan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan 
Negara dari presiden kepada gubernur/bupati/walikota 
selaku kepala pemerintah daerah menjadikan masing-
masing kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk 
menyusun, melaksanakan, dan mempertanggung-
jawabkan anggarannya kepada pemerintah pusat.

Reformasi birokrasi yang selama ini berjalan 
telah menjadikan kebutuhan masyarakat akan 
transparansi pengelolaan pemerintah menjadi semakin 
luas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
menjadi suatu bukti adanya perhatian pemerintah 
terhadap kebutuhan tersebut. Badan publik diwajibkan 
untuk menyediakan, memberikan dan/atau 
menerbitkan informasi publik yang berada di bawah 
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, 
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan. 

Isu transparansi dan akuntabilitas di lingkungan 
pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan 

terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh berbagai 
institusi negara. Selain itu, isu mengenai tata kelola 
pemerintahan yang baik (good public governance) 
sebagai tujuan reformasi birokrasi juga mendorong 
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang 
transparan dan bertanggungjawab (accountable).
Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan oleh 
pemerintah dalam bentuk laporan keuangan dan 
kinerja yang disampaikan secara periodik sesuai 
ketentuan yang berlaku. Dengan semakin banyak 
penggunaan internet sebagai media penyampaian 
informasi, pemerintah memiliki insentif untuk 
memanfaatkan website dalam menyampaikan 
informasi kepada masyarakat. Maka dari itu, kualitas 
pengungkapan informasi keuangan melalui internet 
menjadi isu yang penting (Novianty et al., 2013).

Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan 
merupakan suatu nilai lebih dalam efektifitas, efesiensi, 
t ransparansi ,  dan pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan 
teknologi tersebut salah satunya adalah dengan 
melakukan pengungkapan di website pemerintah 
daerah. Moon (2002) menyatakan bahwa penggunaan 
website dan teknologi informasi juga merupakan 
aplikasi dari e-government yang akan memegang 
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peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di 
masa mendatang. Riset di beberapa negara 
menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan 
mempublikasikan laporan keuangan di internet 
(Laswad et al., 2005).

Melakukan identifikasi terhadap karakteristik 
pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan 
laporan keuangan di internet merupakan hal yang 
penting untuk mengetahui alasan pemerintah daerah 
tertentu dalam mengambil kebijakan melakukan atau 
tidak melakukan pelaporan keuangan di internet.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 
Laswad et al. (2005) yang melakukan penelitian di 
Selandia Baru dengan menggunakan variabel 
kompetensi politik, ukuran pemerintahan daerah, 
leverage, kekayaan pemerintah daerah, visibilitas pers 
dan tipe pemerintahan terhadap internet financial 
reporting. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

i. Untuk mengetahui pengaruh rasio pendapatan
asli pemerintah daerah terhadap tingkat
pengungkapan pada website pemerintah daerah.

ii. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah 
daerah terhadap tingkat pengungkapan pada
website pemerintah daerah.

iii. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah
daerah terhadap tingkat pengungkapan pada
website pemerintah daerah.

iv. Untuk mengetahui pengaruh umur administrasi
pemerintah daerah terhadap tingkat
pengungkapan pada website pemerintah daerah.

v. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan utang
terhadap tingkat pengungkapan pada website
pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di Indonesia. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 678 observasi. 
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan kriteria sebagai daerah 
kabupaten dan kota di Indonesia yang mempunyai 
laporan keuangan dengan anggaran dan realisasi 
belanja, kemudian kabupaten dan kota yang telah 
memiliki website dan dapat diakses pada saat periode 

pengamatan pada November – Desember 2013, 
Desember 2014, dan Desember 2016.

Penelitian ini menggunakan model statistik yaitu 
regresi berganda dengan metode Ordinary Least 
Square (OLS). Analisis regresi berganda digunakan 
untuk mengetahui keakuratan hubungan antara 
variabel dependen dan variabel independen.

OPERASIONAL VARIABEL : Tingkat 
pengungkapan pada website menunjukkan jumlah 
informasi yang disajikan pemerintah daerah di dalam 
situs resmi masing-masing daerah, baik kabupaten 
maupun kota. Jumlah pengungkapan pada situs resmi 
pemerintah daerah diukur dengan menggunakan 
instrumen indeks pengungkapan yang berisi beberapa 
poin dalam penelitian Aminah et al. (2016).Total 
pengungkapan yang akan digunakan terdiri dari enam 
poin, yaitu:

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran/
produk hukum

2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat

waktu
4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat/media

interaktif
5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada

publik
6) Terdapat informasi penting lainnya, seperti

potensi daerah, peluang investasi, kegiatan
kepala daerah, lelang/tender terbuka, dll

Jumlah skor tiap-tiap pemerintah daerah akan 
ditentukan sesuai dengan pemenuhan kriteria dalam 
indeks pengungkapan. 

Pendapatan asli daerah menunjukkan keman-
dirian suatu pemerintah daerah untuk membiayai 
kegiatan pemerintahannya. Pendapatan daerah yang 
tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut 
telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Semakin 
tinggi kinerja pemerintah daerah, maka pengungkapan 
akan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Penelitian 
ini menggunakan rasio pendapatan asli seperti yang 
digunakan oleh Puspita dan Martani (2012) dengan 
membagi total PAD berbanding Total pendapatan 
pemerintah daerah.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka 
pengungkapan yang semakin banyak bukanlah 
menjadi suatu kendala. Bahkan, pengungkapan di 
media internet dianggap sebagai tindakan yang 
memberikan kontribusi positif terhadap nilai 
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organisasi. Penelitian ini menggunakan total asset 
sebagai ukuran  pemerintah daerah dimana variabilitas 
total aset ditransformasi dengan menggunakan natural 
logaritma Sumarjo (2010).

Tipe pemerintah daerah didefinisikan sebagai 
bentuk pemerintahan daerah, yaitu apakah pemerintah 
kota atau pemerintah kabupaten. Pada daerah kota, 
heterogenitas populasi yang lebih kompleks 
memberikan insentif bagi pemerintah untuk melakukan 
pengungkapan yang lebih banyak. Penelitian ini 
menggunakan pengukuran yang digunakan oleh 
Laswad et al. (2005), yaitu menggunakan variabel 
dummy dengan nilai 1 untuk pemerintahan kota dan  
nilai 0 untuk pemerintahan kabupaten.

Umur administratif pemerintah daerah 
didefinisikan sebagai seberapa lama pemerintah 
daerah ada. Hossain dan Hammami (2009) menyatakan 
bahwa organisasi yang sudah lama berdiri dianggap 
memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan 
informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan 
standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi 
yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi 
tersebut tidak memiliki track record sehingga hanya 
sedikit informasi yang diungkapkan. Pengukuran 
variabel umur administratif pemerintah daerah pernah 
dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) 
dalam satuan tahunan berdasarkan penetapan 
pembentukan suatu pemerintah daerah yang diatur 
dalam undang-undang.

Rasio pembiayaan utang atau leverage merupakan 
proporsi besarnya utang dari pihak eksternal 
dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan adanya 
utang yang dimiliki pemerintah daerah, maka insentif 
untuk menyajikan laporan mengenai kinerjanya akan 
semakin besar. Penelitian ini menggunakan proksi 
pembiayaan utang yang digunakan Laswad et al. 
(2005) yaitu dengan membagi total kewajiban per total 
ekuitas. 

Penelitian ini menggunakan model statistik yaitu 
regresi berganda dengan metode Ordinary Least 
Square (OLS). Analisis regresi berganda digunakan 
untuk mengetahui keakuratan hubungan antara 
variabel dependen dan variabel independen. 

HASIL

Tabel 1: Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized 

Residual
N 678

Normal 
Parametersa,b

Mean .0000000
Std. Deviation 1.68395528

Most Extreme 
Differences

Absolute .125
Positive .061
Negative -.125

Test Statistic .125
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil pengujian nilai normalitas data, besarnya 
nilai Kolmogorov-smirnov adalah 0,125 dan signifikan 
pada 0,000. Hal ini berarti H0 ditolak yang berarti data 
residual terdistribusi tidak normal. Penelitian ini 
menggunakan asumsi central limit theorem di mana 
apabila jumlah observasi yang digunakan dalam 
penelitian cukup besar, yaitu n>30 maka asumsi 
normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Dalam 
hal ini, pengujian asumsi klasik yang lainnya 
diabaikan.

Tabel 1: Hasil Statistik F 
ANOVAa

Model Sum of 
Squares

Df Mean 
Square

F Sig.

Regression 139.301 5 27.860 9.752 .000b

Residual 1919.773 672 2.857
Total 2059.074 677
a. Dependent Variable: Y_trans
b. Predictors: (Constant), X5_LEV, X1_PAD, X4_AGE,
X3_TYPE, X2_ASSET

Berdasarkan hasil uji F di atas, menunjukkan 
bahwa nilai F hitung sebesar 9,752 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 
0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi 
dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang 
terdiri dari variabel bebas PAD, ASSET, TYPE, AGE, 
dan LEV secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan pada website pemerintah 
daerah.

Tabel 2: Uji Statistik Koefisien Determinasi

Model Summaryb
Model Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .061 1.69021
a. Predictors: (Constant), 
X5_LEV, X1_PAD, X4_AGE, X3_TYPE, X2_ASSET
b. Dependent Variabel: Y_trans
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Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) 
di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square 
adalah 0,061 menjelaskan bahwa sebesar 6,1% variasi 
tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah 
dapat dijelaskan oleh variabel bebas (independen) 
yaitu PAD, ASSET, TYPE, AGE, dan LEV, sedangkan 
sisanya sebesar 93,9% dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Tabel 3: Hasil Pengujian Hipotesis 
Coefficients

Unstandardized 
Coefficients

Model B Std. Error T Sig.
(Constant) -1.653 2.796 -.591 .555
X1_PAD 1.121 .530 2.115 .035
X2_ASSET .164 .100 1.638 .102
X3_TYPE .459 .178 2.579 .010
X4_AGE .013 .003 4.010 .000
X5_LEV .943 .809 1.166 .244
a. Dependent Variable: Y_trans

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas 
diketahui bentuk persamaan regresi berganda dalam 
penelitian ini adalah:

Y	=	-1,653	+1,	121	PAD	+	0,164	ASSET	+	0,459	
TYPE	+	0,0713	AGE	+		0,943	LEV	+	ε

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan 
bahwa konstanta sebesar -1,653 menyatakan bahwa 
jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-
rata tingkat pengungkapan pada website pemerintah 
daerah berkurang sebesar -1,653. 

PEMBAHASAN

Rasio pendapatan asli daerah memiliki pengaruh 
terhadap tingkat pengungkapan pada website 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki 
PAD tinggi akan menunjukkan kepada para 
stakeholder-nya bahwa mereka telah menghasilkan 
kinerja yang tinggi (Puspita dan Martani, 2012). 
Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan 
dari kegiatan ekonomi pemerintah daerah menunjukkan 
tingkat kemandirian pemerintah untuk membiayai 
kegiatan operasionalnya sendiri. Berdasarkan 
penelitian Laswad et al. (2005), besarnya kemampuan 
daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya 
menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik. Hasil 
penelitian ini mendukung Laswad et al. (2005) yang 
menemukan bahwa kekayaan asli pemerintah daerah 
berhubungan secara positif signifikan terhadap 

pengungkapan yang lebih atas informasi keuangan 
pada situs resminya.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran 
pemeritah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan 
pada website. Hal ini sejalan dengan Martani et al 
(2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah 
daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD. Setyaningrum dan Syafitri 
(2012) menemukan bahwa hubungan yang tidak 
signifikan ini dikarenakan aset yang dimiliki 
pemerintah daerah biasanya berjumlah sangat besar 
dan tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai 
atas pencatatan aset sesuai dengan standar yang 
berlaku. Hal ini menjadi kendala untuk melaporkannya 
dalam laporan keuangan. 

Selanjutnya, penelitian ini membuktikan adanya 
hubungan antara tipe pemerintah daerah dengan 
tingkat pengungkapan pada website. Pemerintah 
daerah kota dengan tingkat kemajemukan masyarakat 
yang lebih tinggi memilki insentif untuk menciptakan 
suatu sistem keterbukaan kepada masyarakatnya. 
Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa kota-
kota besar dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi 
cenderung menghasilkan website yang lebih canggih. 
Penelitian ini mendukung temuan Laswad et al. (2005) 
yang menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang 
berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan 
beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih 
dan lebih banyak  informasi yang diungkapkan pada 
situsnya.

Keberadaan pemerintah daerah dengan umur 
yang relatif lebih lama menunjukkan tingkat 
kelembagaan yang lebih mature. Pemerintah daerah 
yang telah lama berdiri juga telah memiliki pengalaman 
dalam pengelolaan organisasinya. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri 
(2012) yang menyebutkan pemerintah daerah yang 
telah lama berdiri memiliki pengalaman lebih banyak 
dan kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur serta 
keuangan daerah yang lebih stabil untuk 
mengembangkan pemanfaatan internet. 

Besarnya pembiayaan utang pemerintah daerah 
tidak menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk 
memberikan pengungkapan yang lebih. Hal ini 
dimungkinkan karena pemerintah daerah tersebut 
cenderung mengambil kebijakan untuk mengurangi 
pengungkapan informasi agar tidak menjadi sorotan 
pemberi pinjaman (Rahman et al., 2013). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Araujo 
dan Romero (2012).
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KETERBATASAN

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 
pengungkapan pada website pemerintah daerah dalam 
penelitian ini hanya terdiri dari lima variabel 
independen, yaitu rasio pendapatan asli daerah, 
ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan 
utang pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan 
karakteristik pemerintah daerah yang melakukan 
pengungkapan informasi pada website belum 
sepenuhnya dapat dijelaskan. Selain itu, penggunaan 
instrumen dengan sistem pemberian skor atas 
pengungkapan informasi pada website pemerintah 
daerah dilakukan hanya pada skala kuantitas dan tidak 
menilai kualitas informasi dari pengungkapan. Hal 
tersebut menyebabkan pengukuran atas pengungkapan 
informasi pada website belum mencakup informasi 
yang komprehensif mengenai praktik dan 
pengungkapan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh dari rasio pendapatan asli daerah, ukuran, 
tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang 
pemerintah daerah tehadap tingkat pengungkapan 
pada website pemerintah daerah kabupaten dan kota 
di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015 dengan 
menggunakan 678 pemerintah daerah sebagai sampel 
penelitian. Hasil pengujian dalam penelitian ini 
menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan pada 
website pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi 
oleh rasio pendapatan asli daerah, tipe, dan umur 
pemerintah daerah, sedangkan ukuran dan pembiayaan 
utang pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh.
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